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Abstrak

Artikel ini membahas tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde
dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya. Partisipasi masyarakat dimaksudkan untuk
meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini dilaksanakan di Desa
Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara. Jenis penelitian ini adalah kualitatif
dengan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan
dokumentasi. Analisis data dilakukan secara interaktif, melalui proses reduksi data, penyajian data dan
kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan, dapat
dilihat dalam bentuk kehadiran masyarakat dalam setiap rapat-rapat atau musyawarah yang dilaksanakan,
baik musyawarah di tingkat dusun maupun musyawarah yang dilaksanakan di tingkat desa serta dengan
memberikan usulan-usulannya dalam tahap perencanaan. Dalam tahap pelaksanaan, bentuk partisipasi
masyarakat berupa tenaga maupun alat, makanan dan minuman. Hal ini dipengaruhi oleh karena gotong
royong masyarakat desa Kalahunde yang masih kental. Sedangkan dalam tahap evaluasi, masyarakat yang
berpartisipasi dalam tahap ini, memberikan saran dan kritik yang membangun kepada pengelola anggaran
Dana Desa demi kepentingan bersama. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara yaitu
faktor internal meliputi faktor usia, pendidikan dan pekerjaan. Sedangkan faktor internal meliputi faktor
kepemimpinan dan komunikasi.

Kata kunci: Partisipasi Masyarakat; Pengelolaan Dana Desa; Desa

Abstract
This article discusses community participation in the management of the Village Fund in Kalahunde
Village and analyzes the factors that influence it. Community participation is intended to increase
effectiveness and efficiency in the management of Village Funds. This research was conducted in
Kalahunde Village, Pakue Tengah District, North Kolaka Regency. This type of research is qualitative
with a phenomenological approach. Data collection techniques are carried out by observation, interviews
and documentation. Data analysis is carried out interactively, through the process of data reduction, data
presentation and conclusions. The results of the study show that community participation in the planning
stage can be seen in the form of community attendance at every meeting or deliberation held, both at the
hamlet and deliberation levels held at the village level and by giving proposals in the planning stage. In
the implementation phase, forms of community participation in the form of energy and tools, food and
drinks. This is influenced by the strong mutual cooperation of the Kalahunde village community. Whereas
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in the evaluation phase, the people participating in this stage, provide suggestions and criticisms that
build the Village Fund budget manager for mutual interest. Factors that influence community
participation in the management of Village Funds in Kalahunde Village, Pakue Tengah District, North
Kolaka Regency are internal factors including age, education and employment. While internal factors
include leadership and communication factors.

Keywords : Community Participation; Management Village Funds; Village;

Pendahuluan

Otonomi daerah secara intensif dilaksanakan pada era reformasi dan membuka ruang
yang lebih luas bagi keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang
dilakukan pemerintah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, telah memberikan
peluang yang besar kepada daerah-daerah untuk mengatur penyelengaraan pemerintahan sampai
pada level terendah tanpa mencederai konstitusi. Pemerintah daerah diberikan kewenangan
melalui asas desentraslisasi untuk mengatur rumah tangganya sendiri menurut potensi dan
kearifan lokal masing-masing daerah, juga desa sebagai unit pemerintahan terendah (Hardi &
Gohwong, 2020).

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional, pemerintah memberikan
perhatian yang besar pada pembangunan di pedesaan. Olehnya itu, kerjasama antara pemerintah
daerah dan pemerintah desa sangat diperlukan. Kerjasama tersebut dilakukan melalui
peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan suatu wilayah khususnya di pedesaan.

Partisipasi masyarakat bukan hanya dalam pelaksanaan pembangunan atau masyarakat
hanya ditempatkan sebagai objek melainkan harus terlibat dalam pengambilan keputusan dan
proses perencanaan pembangunan, serta masyarakat ditempatkan sebagai subjek utama yang
harus menetukan jalannya pembangunan. Partisipasi masyarakat pedesaan dalam suatu program
pembangunan khususnya dalam pengelolaan dana desa dianggap penting oleh pemerintah, baik
dalam proses penyusunan program maupun dalam pengelolaan atau pelaksanaan program itu
sendiri. Yang bermuara, bukan hanya untuk kebaikan pemerintah tetapi untuk kebaikan
masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, partisipasi masyarakat merupakan kunci keberhasilan
dalam pembangunan yang dilaksanakan di desa (Algadri, 2014).

Melalui dana desa, desa diberikan keleluasaan untuk mengelola secara tertib, taat pada
ketentuan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab

dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan
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masyarakat setempat. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan
masyarakat (PP No. 60 Tahun 2014).

Dengan diterapkannya kebijakan dana desa ini masyarakat desa harus mengetahui hak-
hak dan kewajiban mereka. Jika belum memahami hak dan kewajibannya, maka dikhawatirkan
mereka tidak akan menaruh perhatian. Pengelolaan dana desa dimaksudkan untuk
mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

Dalam pelaksanaan kebijakan dana desa terkait, terkadang masyarakat tidak bisa
berperan lebih aktif dikarenakan peran pemerintah lebih dominan dibanding peran masyarakat
itu sendiri. Peran masyarakat hanya sebagai penerima keputusan atau hasil dari suatu program
tanpa mengetahui jalannya proses pembentukan program tersebut dari awal hingga akhir.

Perlu disadari bersama bahwa dalam usaha untuk menentukan arah dan tujuan
pengelolaan pembangunan pemerintah desa juga mengalami keterbatasan, salah satunya
keterbatasan sumber daya untuk dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuannya
sendiri. Selain itu, keterbatasan dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana desa, sehingga
dibutuhkan upaya untuk selalu meningkatkan kemampuan aparat pemerintah desa dalam
pengelolaan keuangan desa, baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban
anggaran.

Ada beberapa desa yang belum siap menerima dana desa di tahun 2015. Ketidaksiapan
tersebut mencakup aspek kelembagaan, sumber daya manusia (SDM) dan program. Akibatnya,
penggunaan dana desa baik dari segi kelembagaan maupun pelaksanaan bukan hanya tidak
partisipatif, justru melibatkan lebih banyak aparat birokrasi di tingkat desa maupun kabupaten.
Selain itu, munculnya program yang tidak tepat sasaran (Muhiddin, 2017).

Program dana desa yang tengah digiatkan oleh pemerintah pusat, idealnya program ini
didasarkan pada pola buttom up yang melibatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan serta
memberikan kewenangan desa untuk menentukan sendiri sasaran pembangunan yang mereka
inginkan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Amir Muhiddin (2017) dengan judul Evaluasi
Kebijakan Publik (Studi Kesiapan Desa Menerima Dana Desa Di Kabupaten Gowa) menemukan
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hal bahwa empat desa penerima dana desa di Kabupaten Gowa belum siap menerima dana desa
Tahun 2015, Ketidaksiapan tersebut mencakup aspek kelembagaan, aspek Sumber Daya
Manusia (SDM) dan aspek program. Ketidak siapan kepala desa menerima dana desa berakibat
pada perencanaan maupun pelaksanaan program yang bukan saja tidak partisipatif, akan tetapi
membuka celah bagi munculnya intervensi pemerintah tingkat atasnya, selanjutnya munculnya
program yang disorientasi atau program yang tidak tepat sasaran.

Penelitian juga dilakukan oleh Ahmad Lutfi (2017) ynag berjudul Partisipasi Masyarakat
dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Desa di Desa Keji Kabupaten Semarang
mengemukakan bahwa pengetahuan masyarakat terhadap dana desa masih terbatas. Informasi
tentang pengelolaan dana desa mereka dapatkan dari aparat desa dan warga masyarakat lain
melalui gethok tular.

Dalam penelitian Siti Khoiriah dan Utia Meylina (2017) dengan judul Analisis Sistem
Pengelolaan Dana Desa berdasarkan Regulasi Keuangan Desa mengemukakan bahwa Indonesia
telah memiliki regulasi signifikan terkait dengan pengelolaan dana desa mulai dari tahapan
pengelolaan dana desa sampai kepada sistem pengawasan pengelolaan dana desa. Tahapan
pengelolaan dan pengawasan pengelolaan dana desa seperti yang terdapat dalam peraturan
perundang-undangan akan berpotensi positif dalam pelaksanaan akuntanbilitas penyelenggaraan
ataupun akuntanbilitas publik pemerintahan desa.

Program dana desa yang tengah digiatkan oleh pemerintah pusat, idealnya program ini
didasarkan pada pola buttom up yang melibatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan serta
memberikan kewenangan desa untuk menentukan sendiri sasaran pembangunan yang mereka
inginkan. Hanya saja dalam pelaksanaannya, penulis menemukan masih ada beberapa hambatan
yang menjadi batu sandungan bagi pengelolaan dana desa tersebut. Studi pendahuluan yang
dilakukan penulis terhadap beberapa masyarakat termasuk kepala urusan keuangan desa
Kalahunde menunjukkan bahwa pemahaman, kesadaran, partisipasi masyarakat merupakan
kendala utama dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik melakukan
penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Kalahunde
Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk
mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Kalahunde Kecamatan

Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi
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masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah

Kabupaten Kolaka Utara.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh gambaran
masalah seutuhnya secara sistematis, cermat, akurat dan mendalam mengenai partisipasi
masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah
Kabupaten Kolaka Utara. Tipe penelitian ini adalah fenomenologi. Penelitian dilaksanakan di
Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara selama 2 (dua) bulan,
terhitung mulai tanggal 06 April sampai 06 Juni 2019.

Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan
menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian adapun informan dalam
penelitian ini yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Ketua BPD, Tokoh
Masyarakat dan Masyarakat Desa Kalahunde. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini
adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam teknik analisis data kualitatif dilakukan
secara interaktif, melalui proses reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Salah satu cara
yang paling penting dan mudah dalam uji keabsahan hasil penelitian adalah dengan melakukan
metode triangulasi. Dalam penelitian ini ada tiga macam triangulasi, yaitu: triangulasi sumber,

triangulasi teknik dan triangulasi waktu (Sugiyono. 2012).

Hasil Dan Pembahasan
Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde Kecamatan
Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara

Pemerintahan saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan di pedesaan,
tujuannya supaya tercipta pembangunan yang merata dan menciptakan kesejahteraan bagi
seluruh masyarakat Indonesia. Salah satu program pembangunan yang dikembangkan oleh
pemerintah saat ini adalah pemberian bantuan Dana Desa bagi setiap desa di Indonesia. Tidak
tangung-tangung nominal Dana Desa yang diberikan kepada setiap desa di Indonesia bisa
mencapai Rp 1 miliar, dengan catatan disesuaikan dengan potensi dan kondisi desa di masing-
masing wilayah. Desa Kalahunde adalah salah satu dari sekian banyak desa di Indonesia yang

mendapatkan bantuan Dana Desa dari pemerintah.
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Dalam Peraturan Bupati Kolaka Utara nomor 33 tahun 2018 tentang tata cara penyaluran,
penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Desa di Kabupaten Kolaka Utara tahun 2019
termaktub tujuan diberikannya Dana Desa yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan
kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal
dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan Desa Kalahunde dapat terlaksana dengan baik bukan tanpa alasan atau
lahir begitu saja. Pembangunan dapat terlaksana dengan baik karena adanya partisipasi
masyarakat yang diikutkan oleh pemerintah Desa Kalahunde dalam melaksanakan program
pembangunan. Partisipasi masyarakat dapat dilihat dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan

dan tahap evaluasi.

Perencanaan

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa, khususnya partisipasi dalam
pengelolaan Dana Desa (DD) perlu ditumbuhkan dan dikembangkan melalui forum musyawarah
yang memungkinkan masyarakat turut andil dalam pengambilan keputusan untuk menetapkan
program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa Kalahunde
yang nantinya akan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pengelolaan Dana
Desa terbilang cukup berpartisipasi. Hal tersebut penulis simpulkan karena dalam tahap
perencanaan, pemerintah mengadakan musyawarah yang dihadiri oleh pemerintah desa, Badan
Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat dan masyarakat desa Kalahunde itu sendiri.

Tahap perencanaan merupakan langkah awal yang dilakukan dalam proses pengelolaan
Dana Desa. Tahap perencanaan ini dilakukan dengan atau melalui kegiatan sosialisasi di tingkat
dusun sampai ke tingkat desa, musyawarah dusun, musyawarah desa serta penyiapan rancangan
peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Kegiatan sosialisasi
dan musyawarah desa adalah untuk membahas perencanaan kegiatan dan penetapan Pelaksana
Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Penyiapan rancangan peraturan desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dilakukan oleh Sekretaris Desa selaku
koordinator dengan melibatkan lembaga kemasyarakatan desa, dalam hal ini Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kalahunde.
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Dalam tahap perencanaan ini, pemerintah Desa Kalahunde membuka ruang yang seluas-
luasnya untuk menerima dan menampung aspirasi dari masyarakat. Jadi, masyarakat yang datang
untuk menghadiri musyawarah, sebelumnya diundang oleh pemerintah desa dan stakeholder
yang lain baik dalam bentuk undangan tertulis maupun undangan lisan yang disampaikan kepada
masyarakat melalui pengumuman dan penyampaian langsung oleh kepala Desa Kalahunde di
masjid setelah masyarakat melaksanakan atau menunaikan ibadah shalat Jum’at. Walaupun
dalam kenyataannya dan pada saat musyawarah tidak semua masyarakat yang diundang hadir
dalam musyawarah tersebut.

Dalam proses musyawarah, dilakukan identifikasi terhadap potensi dan masalah yang ada
di Desa Kalahunde, terutama pada lingkup dusun. Melalui forum musyawarah dusun ini,
masyarakat menyampaikan berbagai macam aspirasi dan kebutuhannya. Berbagai aspirasi dan
pendapat tersebut, ditampung dan diolah kembali dengan memperhatikan aspek prioritas. Jadi,
hal yang paling mendesak dan sangat dibutuhkan masyarakat menjadi prioritas utama, sedangkan
hal yang belum terlalu mendesak menjadi prioritas selanjutnya. Usulan dan aspirasi yang ada
bukan hanya dari masyarakat biasa, tetapi juga dari tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki
pengalaman, pengetahuan dan pengaruh yang lebih luas dibanding masyarakat lainnya.

Selain itu, masyarakat tidak hanya menyampaikan aspirasinya melalui forum formal
seperti musyawarah dusun tersebut, tetapi juga masyarakat menyampaikan aspirasi dan
kebutuhannya melalui forum informal seperti ketika bertemu di tempat kerja atau berpapasan di
jalan. Melalui forum informal ini masyarakat lebih leluasa dan lebih santai menyampaikan
aspirasinya ketika bertemu dan bersosialisasi dengan warga lain, kepala dusun atau stakeholder
yang lain.

Setelah melakukan musyawarah di tingkat dusun, selanjutnya usulan-usulan dari
masyarakat di tingkat dusun dibawa ke forum musyawarah desa. Di forum musyawarah desa
inilah para kepala dusun menyampaikan usulan dan aspirasi dari masyarakatnya masing-masing
yang telah dibahas dalam musyawarah dusun sebelumnya. Dalam musyawarah desa ini, selain
dihadiri oleh kepala dusun, juga dihadiri oleh perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa
serta unsur-unsur masyarakat lainnya.

Musyawarah Desa diselenggarakan secara partisipatif, demokratis, transparan dan
akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat. Olehnya itu, musyawarah

desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat
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lainnya yang ada di Desa Kalahunde berusaha menciptakan prinsip partisipatif sesuai dengan
amanat Undang-Undang yang ada di Indonesia melalui forum musyawarah dusun sampai
musyawarah desa, baik bersifat formal maupun informal.

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2017 tentang partisipasi masyarakat dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah bahwa partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan
dapat kita lihat melalui penyampaian aspirasi, konsultasi publik, diskusi, dan/ atau musyawarah
yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil dari partisipasi
masyarakat tersebut menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana pembangunan desa.

Partisipasi masyarakat Desa Kalahunde dalam tahap perencanaan dapat dilihat dalam
bentuk kehadiran pada saat musyawarah, baik musyawarah di tingkat dusun sampai musyawarah
desa. Sumbangan pemikiran, ide-ide ataupun gagasan yang diusulkan juga merupakan bentuk
partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan pada proses pengelolaan Dana Desa yang ada di
Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara.

Dari musyawarah desa yang dilakukan, melalui proses diskusi melahirkan begitu banyak
program-program kerja di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang disusun dan
ditetapkan dalam Peraturaran Desa Nomor 6 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (RPJMDes) Desa Kalahunde Tahun 2018-2023.

Pada tahun 2018 sendiri, yang menjadi program prioritas di bidang pembangunan desa
adalah pembangunan gedung/ balai pertemuan, pembangunan talud, galian saluran air dan
normalisasi sungai. Sedangkan di bidang pemberdayaan masyarakat, ada banyak program yang
direncanakan misalnya pemberian insentif kepada guru Taman Kanak-kanak (TK), guru Taman
Pendidikan Al-Qur’an (TPA) dan perawat/ bidan desa, pelatihan dan pengembangan potensi
yang ada di masyarakat serta revitalisasi pertanian dan masih banyak lagi program lainnya yang
termaktub dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kalahunde

Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara tahun 2018.

Pelaksanaan
Dalam pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa

mendorong partisipasi masyarakat dalam bentuk kemitraan. Partisipasi masyarakat dapat
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dilakukan dengan memberikan hibah dari masyarakat kepada pemerintah desa dalam bentuk
uang, barang, atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2017, di semester kedua, program yang disepakati dan dilaksanakan oleh
pemerintah desa Kalahunde bersama masyarakatnya adalah pengerasan jalan dan drainase.
Sampai pada akhir tahun 2018, beberapa program yang disepakati bersama masyarakat telah
selesai dilaksanakan. Mulai dari pembangunan gedung/ balai pertemuan, pembangunan talud,
galian saluran air dan normalisasi sungai yang ada di Desa Kalahunde. Sampai pada program
pemberdayaan masyarakat seperti pemberian insentif atau tunjangan dan revitalisasi pertanian
(kakao dan jagung).

Pada tahun 2019 sendiri, beberapa program yang telah menjadi kesepakatan warga, sudah
memasuki tahap pelaksanaan. Pembuatan lapangan sepak bola, pembangunan bronjong,
drainase, lantai talud dan saluran air perkebunan serta pegerasan jalan menjadi agenda utama
tahun ini. Untuk program pemberdayaan masyarakat sendiri tidak jauh berbeda dengan program
tahun sebelumnya yaitu pemberian tunjangan, revitalisasi pertanian dan pengadaan pupuk.
Sebagai pekerjaan besar, masyarakat Desa Kalahunde turut berperan dalam pelaksanaan program
tersebut. Partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan Dana Desa itu sebagai mitra,
koordinator dan pelaksana lapangan.

Partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan program pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat yang didanai oleh Dana Desa cukup tinggi, karena melihat keadaan
masyarakat Desa Kalahunde yang memiliki budaya gotong royong yang kental dan masyarakat
sudah mulai memahami bahwa program yang dibuat tidak lain untuk kepentingan masyarakat
desa Kalahunde sendiri.

Dalam pelaksanaan kegiatan, masyarakat terlibat dalam proses mengerjakan dan
penyelesaiannya. Hal ini dapat terlihat dalam terlibatnya masyarakat setempat dalam
pembangunan gedung/ balai pertemuan. Gotong royong dilakukan di awal kegiatan, untuk
selanjutnya terdapat beberapa tukang yang memiliki keahlian di bidangnya masing-masing untuk
mengerjakannya. Para tukang ini juga merupakan warga yang berdomisili di Desa Kalahunde.

Perlu diperhatikan terkait dengan partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan
pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara
mengenai bentuk, wujud dan tipologi dari partisipasi masyarakat itu sendiri. Fakta di lapangan

menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde
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adalah partisipasi yang diinginkan oleh masyarakat banyak yaitu munculnya kemandirian
masyarakat dalam mengontrol atau memobilisasi diri asal mendapat informasi awal dari
pemerintah desa Kalahunde.

Realitas partisipasi masyarakat tersebut apabila dianalisis dengan menggunakan tipologi
partisipasi yang dikenal dengan tingkatan partisipasi masyarakat (the ladder of citizen
participation), maka akan ditemui sebuah pemahaman bahwa partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara
mulai dari tahap perencanaan sampai tahap pelaksanaan berada pada tingkat atau tangga ke-6
yaitu “kemitraan (partnership), yang mana ketika dibagi dalam 3 (tiga) kelompok besar tingkat
partisipasi tersebut berada pada “derajat kuasa/ kekuatan masyarakat (degree of citizen power).

Dalam tingkat partisipasi ini (kemitraan), maka otoritas yang berkuasa sedang benar-
benar mendahulukan peran serta masyarakat dalam berbagai hal, mulai dari tahap perencanaan,
pelaksanaan sampai pada evaluasi. Pada tingkat ini, pemerintah memperlakukan masyarakat
layaknya rekan kerja. Mereka bermitra dalam menyusun, merancang sampai melaksanakan atau
mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan bersama. Masyarakat berhak untuk
memberikan masukan, berbicara atau berunding dengan pemerintah atau pengambil keputusan,
sehingga memperoleh kesepakatan bersama untuk saling membagi tanggungjawab, mulai dari
tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde
Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara.

Untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa
yang ada di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara, pemerintah
desa berupaya menyampaikan informasi melalui kepala Dusun, tokoh masyarakat, Badan
Permusyawaratan Desa (BPD), aparat atau perangkat Desa, serta melalui telepon atau media
sosial lainnya. Selain itu, informasi yang di dapatkan masyarakat juga melalui pengumuman di
masjid pada saat setelah melaksanakan ibadah shalat Jum’at, juga tidak terlepas dari proses
interaksi yang dilakukan oleh masyarakat yang satu dan masyarakat yang lainnya.

4 (empat) dimensi dalam berpartisipasi, antara lain: Sumbangan pemikiran (ide atau
gagasan); Sumbangan materi (dana, barang dan alat); Sumbangan tenaga (bekerja); dan
Memanfaatkan dan melaksanakan pelayanan pembangunan (Siregar. 2001).

Sebagaimana hal tersebut di atas, bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan

pengelolaan Dana Desa yang ada di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten
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Kolaka Utara itu beragam bentuknya. Dalam program pembangunan sendiri, bentuk partisipasi
masyarakat berupa sumbangan tenaga, sumbangan materi yang diberikan dalam bentuk makanan
dan minuman, dan sumbangan alat. Selain itu, dalam program pemberdayaan masyarakat yang
paling terlihat bentuk partisipasinya adalah masyarakat menerima baik bantuan dari pemerintah
setempat dengan menanam bibit-bibit yang telah di berikan, baik itu bibit jagung dan kakao.
Masyarakat menanam bibit-bibit tersebut di kebun mereka masing-masing. Jadi, secara tidak
langsung masyarakat pun berpartisipasi dalam bentuk tenaga dan tanahnya untuk di tanami dan
di kelola oleh masing-masing masyarakat.

Evaluasi

Salah satu aspek penting dalam pengelolaan Dana Desa adalah evaluasi. Tahap evaluasi
merupakan tahap untuk mengikutsertakan masyarakat berpartisipasi. Melalui evaluasi inilah
pemerintah Desa membuka ruang yang seluas-luasnya sehingga masyarakat dapat mengetahui
berapa besar anggaran yang digunakan dalam menyelesaikan program dalam pengelolaan Dana
Desa, masyarakat juga dapat mengetahui apakah program-program tersebut sudah mencapai
hasil akhir atau belum, dan apakah sudah sesuai dengan program yang telah disepakati bersama.

Evaluasi dalam pengelolaan Dana Desa sangat diperlukan, bukan hanya agar program
dapat terlaksana sesuai dengan harapan masyarakat, tetapi juga diperlukan untuk memperoleh
feedback (umpan balik) tentang kendala-kendala dan masalah-masalah yang menghambat
program yang telah dibuat bersama. Evaluasi sendiri dapat kita artikan sebagai proses penilaian,
pengukuran dan penaksiran terhadap strategi yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan dalam
program pengelolaan Dana Desa.

Dalam melaksanakan pemonitoran dan pengevaluasian pembangunan desa, masyarakat
dapat ikut serta dalam pengevaluasian untuk memastikan kesesuaian antara jenis kegiatan,
volume dan kualitas pekerjaan, waktu pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan, dan kualitas dan
mutu hasil pekerjaan dengan rencana pembangunan desa yang telah ditetapkan. Keikutsertaan
masyarakat dalam evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Yang
dimaksud dengan peraturan perundang-undangan disini yaitu peraturan perundang-undangan
yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan hasil temuan penulis dalam melakukan penelitian di Desa Kalahunde

Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara tentang partisipasi masyarakat dalam tahap
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evaluasi masih dalam kategori rendah. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam tahap evaluasi
ini karena tidak semua masyarakat terlibat, keterlibatan masyarakat dapat kita lihat hanya orang-
orang yang aktif di desa Kalahunde, dan hanya didominasi oleh tokoh-tokoh masyarakatnya saja.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa, khususnya dalam tahap
evaluasi dikarenakan beberapa hal, bukan berarti pemerintah desa menutup akses untuk
memberikan peluang kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Pemerintah Desa Kalahunde
memberikan akses kepada masyarakat untuk mengontrol program-program yang dilaksanakan di
desa. Salah satunya melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai perwakilan
masyarakat yang ada di desa.

Oleh karena BPD sebagai perwakilan dari masyarakat, tidak harus menutup akses yang
menjadi hak masyarakat melakukan kewajibannya untuk memberikan pengawasan dan evaluasi
terhadap program-program yang didanai oleh Dana Desa. Pemerintah desa melalui Badan
Permusyawaratan Desa membuka peluang kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam
pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde, khususnya pada tahap evaluasi.

Pemerintah Desa Kalahunde melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memberikan
kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat aktif dan berpartisipasi dalam tahap evaluasi
pengelolaan Dana Desa yang ada di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten
Kolaka Utara.

Pelaksanaan evaluasi terhadap program-program yang didanai oleh Dana Desa yang
sedang atau telah dilaksanakan juga diusahakan oleh sebagian masyarakat Desa Kalahunde.
Pemerintah Desa Kalahunde melalui Kepala Urusan Keuangan juga melakukan proses
administrasi yang secara rutin harus dilaksanakan, karena itu menjadi salah satu tugas pokok dari
Kaur Keuangan. Salah satu indikator penting dalam pelaporan adalah tertib administrasi yang
berupa pencatatan setiap transaksi yang dilakukan oleh pengguna anggaran yang diserta dengan
bukti-buktinya.

Setelah semua tercatat, seharusnya panitia mencetak laporan kegiatan dan laporan
keuangan secara berkala yang dimiliki tersebut untuk diperlihatkan dan di tempel di papan
pengumuman yang ada di Desa maupun di tempat-tempat umum lainnya yang masyarakat dapat
melihatnya. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat memantau, melihat dan dapat ikut
mencermati penggunaan anggaran yang telah digunakan. Serta masyarakat ikut melakukan

evaluasi terhadap penyelenggaraan program-program yang didanai oleh Dana Desa. Dalam
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kesempatan lain, panitia serta pengguna anggaran juga harus menyampaikan perkembangan
program kepada masyarakat.

Namun, dalam kenyataannya di Desa Kalahunde belum memberikan informasi kepada
masyarakat terkait dengan penggunaan anggaran yang didanai oleh Dana Desa. Pihak terkait
tidak melakukan yang seharusnya dilakukan, seperti disebutkan di atas bahwa seharusnya panitia
mencetak laporan kegiatan dan laporan keuangan secara berkala untuk diperlihatkan dan di
tempel di papan pengumuman yang ada di desa maupun di tempat-tempat umum lainnya yang
masyarakat dapat melihatnya. Inilah salah satu kekurangan dalam proses pengelolaan Dana
Desa, sehingga masyarakat tidak terlibat aktif atau tidak berpartisipasi dalam pengelolaan Dana
Desa di Desa Kalahunde khususnya pada tahap evaluasi.

Sehubungan dengan uraian di atas, salah satu masyarakat yang ada di Desa Kalahunde
yang mengemukakan bahwa keterbukaan informasi terkait dengan penggunaan Dana Desa di
Desa Kalahunde belum maksimal. informasi dan pengumuman mengenai laporan realisasi Dana
Desa dan laporan keuangan dari pengguna anggaran tidak disampaikan kepada masyarakat desa
Kalahunde secara terbuka. Informasi hanya terbatas pada papan informasi Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (APBDes) sebelum dan setelah perubahan.

Walaupun belum maksimal memberikan informasi mengenai laporan kegiatan dan
laporan keuangan kepada masyarakat, di sisi lain pemerintah bersama BPD membuka ruang
yang seluas-luasnya kepada masyarakat desa Kalahunde untuk berpartisipasi dalam tahap
evaluasi pada pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde.

Oleh Karena itu, sebagai bentuk dan wujud dari partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde khususnya pada tahap evaluasi, sebagian masyarakat
memberikan kritik yang membangun kepada pengelola dan pengguna anggaran. Kritik terkait
dengan pelaksanaan dan hasil dari program disampaikan langsung kepada pemerintah desa dan
juga melalui BPD sebagai perwakilan dari masyarakat yang selanjutnya akan disampaikan juga
kepada pemerintah Desa Kalahunde. Begitupula saran dan masukan juga disampaikan oleh
masyarakat.

Bentuk partisipasi beberapa masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa, khususnya pada
tahap evaluasi adalah memberikan masukan dan saran-saran kepada pemerintah desa dan pihak
terkait untuk menyukseskan program yang akan dilaksanakan. Selain itu, bentuk partisipasi

masyarakat yang lain adalah dengan memberikan kritik yang membangun kepada pemerintah
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desa agar dapat memicu dan memberikan dorongan sehingga program yang dilaksanakan
tersebut selesai tepat pada waktunya. Kritik yang lain juga disampaikan oleh masyarakat yang
tidak mendapatkan bantuan revitalisasi pertanian, hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Desa
Kalahunde, ia mengatakan bahwa itu terjadi karena masyarakat tersebut tidak memberikan
datanya ketika petugas melakukan pendataan.

Namun, pemerintah tidak tinggal diam menghadapi persoalan yang terjadi. Pemerintah
tentunya memberikan solusi dan jalan keluar agar masyarakat juga dapat terkena dampak dari
program yang dilaksanakan. Segala program yang dilaksanakan di Desa Kalahunde tidak lain
hanya untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat saja. Inilah salah satu tindak lanjut dari
kritik dan masukan dari masyakat yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Kalahunde.

Selain itu, tindak lanjut yang juga dilakukan oleh pemerintah Desa Kalahunde bersama
dengan Badan Permusyawaran Desa Kalahunde adalah dengan menampung masukan dan kritik
tersebut, kemudian di saring untuk kemudian dimusyawarahkan demi mendapatkan solusi atas
persoalan yang ada.

Kritik dan saran yang dilontarkan oleh masyarakat kepada pemerintah desa yang
disampaikan melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Kalahunde, dengan penuh
tanggungjawab mereka melakukan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.
Pemerintah desa bersama BPD mencari tahu kebenaran dari permasalahan, setelah mengetahui
kebenarannya mereka kemudian menyelesaikan permasalahan sebagai tindak lanjut dari kritikan
dan masukan dari masyarakat desa Kalahunde sebagai salah satu wujud partisipasi masyarakat
pada tahap evaluasi dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah
Kabupaten Kolaka Utara.

Evaluasi merupakan salah satu tahap dalam pengelolaan Dana Desa, ini dimaksudkan
untuk mengetahui apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam
pelaksanaan rencana program dapat diniliai untuk melakukan perbaikan dimasa akan datang.
Fokus utama evaluasi diarahkan kepada keluaran (outputs), hasil (outcomes) dan dampak
(impact) dari pelaksanaan program. Di Desa Kalahunde sendiri, kegiatan evaluasi dalam
program Dana Desa, masyarakat tidak melibatkan diri sepenuhnya. Masyarakat hanya sebatas
pada melihat sendiri hasil dari program yang telah dilaksanakan, apakah sudah selesai atau

belum dilakukan, serta sebatas penggunaannya saja.
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Menurut Oakley dan Marsden dalam Luthfi, dkk (2017) melihat partisipasi sebagai dua
hal penting yaitu sebagai cara dan tujuan. Dalam artikel ini, partisipasi masyarakat dapat
dipahami sebagai cara untuk mencapai tujuan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde
Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara, yang sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Partisipasi masyarakat juga diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif untuk
memanfaatkan sumber daya demi mencapai tujuan dari program pengelolaan Dana Desa.

Penulis masih menemukan beberapa tantangan dalam partisipasi masyarakat khususnya
dalam memaksimalkan sumber daya masyarakat, yaitu sebagian yang memahami tentang
pengelolaan Dana Desa yang tetap aktif dalam berpartisipasi dan sebagian yang lain belum
mampu menempatkan diri untuk melakukan umpan balik atau upaya kritis dalam mengevaluasi

pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara.

Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa
Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara

faktor internal berasal dari individu-individu dan kesatuan kelompok masyarakat
didalamnya (Manggala. 2017). Faktor internal terdiri dari usia, jenis kelamin, pendidikan,
pekerjaan dan penghasilan serta lamanya tinggal. faktor eksternal yang mempengaruhi partisipasi
masyarakat terdiri dari kepemimpinan dan komunikasi. Faktor eksternal meliputi stakeholder
yang mempunyai kepentingan dan pengaruh terhadap program, misalnya pemerintah daerah,
pemerintah desa, tokoh masyarakat dan konsultan/ fasilitator (Suroso. 2014).

Menurut hemat penulis, ketika dikaitkan dengan teori tersebut di atas, faktor yang
mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde
Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara adalah faktor internal dan faktor eksternal.
Faktor internal meliputi usia, pendidikan dan pekerjaan, sedangkan faktor eksternal meliputi

kepemimpinan dan komunikasi.

1. Faktor Internal
a. Usia
Salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana
Desa di Desa Kalahunde adalah faktor usia. Faktor usia merupakan faktor yang

mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di Desa Kalahunde.
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Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral terhadap nilai
dan norma yang ada di masyarakat cenderung lebih banyak berpartisipasi dalam

pengelolaan Dana Desa dibanding dengan kelompok usia lainnya.

. Pendidikan

Ketika kita menghubungkan tingkat pendidikan dengan tingkat partisipasi masyarakat,
maka akan Kita temui adanya hubungan yang sangat erat. Masyarakat yang memiliki
tingkat pendidikan yang tinggi biasanya menaruh perhatian yang besar terhadap kegiatan
yang dilaksanakan di desa. Baik kegiatan yang bersumber dari anggaran Dana Desa
maupun kegiatan lainnya. Kenyataan ini memberikan gambaran bahwa begitu besar
pengaruh pendidikan terhadap partisipasi masyarakat dalam kegiatan di desa khususnya
dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten
Kolaka Utara.

Rendahnya pendidikan masyarakat memicu kurang pemahaman masyarakat akan hal
apapun. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang dimiliki masyarakat Desa
Kalahunde mempengaruhi pemahamannya mengenai pengelolaan Dana Desa. Sebagian
masyarakat yang memiliki pendidikan yang tinggi, pastinya turut andil dalam
pengelolaan Dana Desa sampai kepada tahap evaluasi. Sedangkan yang tergolong rendah,
partisipasinya hanya sampai pada tahap perencanaan dan pelaksanaan saja. Oleh karena
itu, semakin baik pendidikan seseorang maka seseorang itu makin maju menghadapi
kehidupan dalam masyarakat, selain itu pula pendidikan akan dapat merubah perilaku
seseorang dimana pikirannya dipengaruhi tingkat pengetahuan guna meningkatkan mutu
kehidupan masyarakat yang lebih baik, dan pendidikan dapat mendorong seseorang untuk
lebih berpartisipasi aktif dalam pembangunan yang ada di Desa.

Pekerjaan

Kita ketahui bersama bahwa pada umumnya perekonomian di Indonesia di dominasi oleh
kegiatan-kegiatan di sektor pertanian. Hal ini pun berlaku di Desa Kalahunde yang
mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani, yang hampir setiap hari digeluti oleh
sebagian besar masyarakat Desa Kalahunde. Pekerjaan ini sangat menyita waktu, mulai
pagi hari sampai siang hari bahkan sampai pada sore hari yang membuat masyarakat

merasa lelah.
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Sejauh ini partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde
Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara dipengaruhi oleh faktor pekerjaan
dan kesibukan. Ketidakhadiran masyarakat dalam proses pengelolaan Dana Desa
khususnya pada tahap pelaksanaan dan perencanaan karena pekerjaan di kebun yang
mendesak dan tak bisa ditinggalkan. Olehnya itu, masyarakat yang tidak sempat
berpartisipasi dalam kegiatan tertentu biasanya meminta izin kepada kepala Desa

Kalahunde, BPD atau aparat desa lainnya.

2. Faktor Eksternal

a.

Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat
dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde. Karena masyarakat adalah paduan dari
berbagai macam sifat dan karakter individu yang berbeda-beda, maka untuk menyatukan
perbedaan tersebut dibutuhkan suatu kekuatan yaitu kemampuan pendinamisan oleh
seorang pimpinan atau pemimpin, baik pemimpin informal maupun pemimpin formal
yang memiliki legitimasi.

Pemimpin formal yang memiliki legitimasi dalam hal ini adalah pemerintah Desa
Kalahunde sendiri. Pengaruh kepemimpinan yang diberikan akan menimbulkan dampak
terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa. Pemimpin yang memiliki
tingkat kepemimpinan tertentu akan mampu mempengaruhi masyarakatnya untuk
berpartisipasi aktif dalam kegiatan tertentu di desa. Salah satu pemimpin formal yang
mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran
Sulaiman dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara
tepatnya di Desa Kalahunde pada akhir tahun 2018 lalu. Selain Andi Amran Sulaiman,
turut hadir pula Gubernur Sulawesi Tenggara (Ali Mazi) dan Bupati Kolaka utara (H. Nur
Rahman Umar). Kehadiran pemimpin-pemimpin tersebut memberikan dorongan dan
semangat tersendiri kepada masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam pengelolaan
Dana Desa di Desa Kalahunde.

Selain pemimpin formal di atas, yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam

pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde adalah adanya pemimpin informal. Pemimpin
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informal di sini yakni tokoh-tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan orang-orang yang
dituakan di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara.
b. Komunikasi

Semakin tinggi tingkat komunikasi seseorang maka akan memiliki kecenderungan

memiliki partisipasi yang tinggi pula. Ketika komunikasi dilakukan secara intensif antara

masyarakat, BPD dan Pemerintah Desa maka tingkat partisipasi masyarakat cenderung
lebih tinggi dibandingkan ketika komunikasi yang dilakukan itu kurang intensif. Namun,
tidak menutup kemungkinan dalam menjalin komunikasi antar masyarakat, BPD dan

Pemerintah Desa Kalahunde akan meberikan pengaruh yang tinggi terhadap partisipasi

masyarakat. Komunikasi yang kurang ataupun berlebihan bisa saja mengurangi tingkat

partisipasi masyarakat.

Faktor tersebut di atas tidak semata-mata hanya memberikan dampak menignkatnya
partisipasi masyarakat, kemungkinan yang lain pun bisa terjadi yaitu kurangnya partisipasi
masyarakat. Namun, harapan kita semua bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana
Desa di Desa Kalahunde harus lebih tinggi guna mewujudkan efektivitas pengelolaan Dana Desa
di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi

Tenggara.

Kesimpulan

Partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan, dapat dilihat dalam bentuk kehadiran
masyarakat dalam setiap rapat-rapat atau musyawarah yang dilaksanakan, baik musyawarah di
tingkat dusun maupun musyawarah yang dilaksanakan di tingkat desa serta dengan memberikan
usulan-usulannya dalam tahap perencanaan. Dalam tahap pelaksanaan, bentuk partisipasi
masyarakat berupa tenaga maupun alat, makanan dan minuman. Hal ini dipengaruhi oleh karena
gotong royong masyarakat desa Kalahunde yang masih kental. Di daalam tahap evaluasi,
masyarakat yang berpartisipasi dalam tahap ini, memberikan saran dan kritik yang membangun
kepada pengelola anggaran Dana Desa demi kepentingan bersama.

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa
di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara adalah faktor internal dan

faktor eksternal. Faktor internal tersebut diantaranya adalah faktor usia, pendidikan dan
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pekerjaan. Sedangkan dalam faktor internal diantaranya adalah faktor kepemimpinan dan

komunikasi.
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